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ABSTRAKSI

Penelitian i bertujuan untuk menjelaskan amandemen dalam perspektif
hukum Islam. Sehubungan dengan itu, penelitian ini hendak menelusuri terjadinya
amandemen UUD 1945 di Indonesia antara tabun 1999-2002 dan bagaimana
pandangan hukum Islam terhadap amandemen UUD 1945. Dengan menggunakan
pendekatan sejarah dan pendekatan normatif dengan metode induktif dan deduktif,
penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai amandemen UUD 1945
secara objektif. Sebagai penelitian kepustakaan (library research) vang berusaha
menggali bahan-bahan pustaka vang relevan dengan objek pembahasan, data vang
diperoleh dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua; yakni, data primer yaitu
UUD 1945 sebelum dan sesudah dilakukan amandemen dan data sekunder yaitu
mass media, journal dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam prosesnya amandemen UUD
1945 mi tak lepas dari perhelatan kepentingan {vested interest) di internal MPR,
yaitu antara partai-partai politik vang tercermin dalam fraksi-fraksi vang ada di
lembaga amandemen. Perdebatan yang kemudian juga terjadi di luar MPR yang tak
-pelak melahirkan perbedaan cara pandang mengenai perlu tidaknya agenda reformasi
mi diteruskan Dalam mengkaji amandemen konstitusi di Indonesia, penelitian int
‘berusaha memakai pendekatan maslahah dalam hukum Islam. Teori ini dipakai
karena dalam tradisi keilmuan Islam teori-teori maslahah yang berkembang secara
metodologis mengalami pergeseran yang kian membaik. Melalui pendekatan
maslahah sebagaimana telah ditawarkan beberapa pemikir Islam, seperti asy-Syatibi
dan al-Ghazali dengan Konsep maqasid asy-syari’ahnya, penelitian ini berusaha
menjawab urgensi amandemen pada masa transisi yang terjadi di Indonesia.

Setidaknya ada dua faktor vang mempengaruhi terjadinya amandemen UUD
1945. Pertama, tidak koostitusionalitasnya UUD 1945, Dengan struktur dan
substansi seperti yang terkandung di dalam UUD 1945, seorang kepala negara dan
pemerintahan dapat menjadi sangat dominan di Republik ini. Demikian halnya
karena UUD 1945 dalam mengatur hak-hak warga negara tidak secara detail dan
rinci, berimplikasi pada lemahnya rakyat ketika vis ¢ vis penguasa (pemermtah).
Kedua, terjadinya perubahan konfigurasi politik nasional. Reformasi yang ditandat
dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, berimplikasi
terhadap pergeseran fungsi negara yang sebelumnya seolah-olah sebagai "pusat
tenaga” mengalami pencairan dan digantikan oleh kemajemukan politik. Dalam
konsteks inilah, UUD 1945 tidak lagi dipandang sebagai sesuatu vang "sakral”,
melainkan hanya kitab undang-undang dasar produk manusia yang meniscaya
mengalami perubahan.

Pentingnya amandemen ini, dari perspektif demokrasi, di samping sebagai
upava mengembalikan kewibawaan hokum, kekuasaan negara yang dibatasi oleh
konstitusi, juga dalam konsep hak-hak sipil warga negara, dibarapkan konstitusi
mampu menjamin kebebasan rakyat. Sementara, dalam perspektif hukum Islam
sebagaimana digariskan dengan pendekatan maslahah, amandemen UUD 1945
dimaksudkan untuk menghindari kemadaratan, yakni mengantisipasi terjadinya
restorasi kekuasaan otoriter dan sebagai adaptabilitas hokum, vakni keterfundukan
kepada hokum alam mengenai keniscayaan perubahan tempat, zaman dan adat.
Dengan tujuan vang demikian inilah, wsu/ al-khamsah sebagai "batang tubuh"
magasid al-syari'ah yang di dalamnya terdapat pemeliharaan terhadap agama, jiwa,
akal, harta, dan keturunan meniscaya diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi politik yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden
Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 telah membawa kondisi
politik Indonesia berada pada ketidakpastian dan keserbamungkinan yang dapat
terjadi. Atau dapat dikatakan pasca reformasi politik 1998 Indonesia telah
memasuki suatu era transisi menuju demokrasi. Dalam era ini, relasi negara dan
civil society’ merupakan jembatan baru bagi terselenggaranya kebebasan
berpendapat, berekspresi, berkumpul dan lain-lainnya. Tak pelak, terjadinya
perubahan dinamika politik ini juga membuka wacana baru dalam ranah hukum
ketatanegaraan, vakni perlunya perubshan terhadap UUD 1945 sebagaimana
menjadi salah satu tuntutan reformasi secara gradual. 2

Sebagaimana dikemukakan banyak kalangan, UUD 1945 merupakan
konstitusi tertinggi di Republik ini yang dinilai gagal dirancang sebagai konstitusi

demokratis. Ini setidaknya dapat dilihat dan sifat UUD 1945 sebagai peraturan

Y Civil sociefy dalam pembicaraan ini disamakan dengan masyarakat madani, yaitu
merupakan konsep tentang keberadaan satu masyarakat vang dalam batas-batas tertentu mampu
memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktifitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak
memungkinkan negara melakukan intervensi. Penekanan diberikan pada hak-hak dasar mdividual
sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Dalam konsep ini, masyarakat madani mempunyat
keterkaitan vang erat dengan demokrasi, masyarakat madani banya mungkin berkembang dalam
iklim yang demokratis, sedangkan demokrasi hanva mungkin tumbuh dalam masyarakat madani.
Riswanda Imawan, "Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi”, dalam Arief Subhan (peny.)
Indonesia dalam Transisi Meuju Demokrasi, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 54.

? Reformasi politik ini mempunvai empat agenda pokok. Perfama, amandemen UUD
1945, kedua, reposisi TNI/Polri, ketiga, menegakkan supremasi hukum, dan keempat membangun
good governance. Khamami Zada, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di
Indoresia, cet. 1, (Jakarta: Teraju, 2002}, him. 67.




pokok penyelenggaraan negara yang ringkas dan sederhana. Meski dimaksudkan
agar UUD 1945 bersifat supel, tidak lekas usang, dan tidak mudah ketinggalan
zaman, banyak kalangan menilai bahwa tiga puluh tujubh pasal merupakan rujukan
konstitusional yang kurang kondusif bagi upaya menata kehidupan berbangsa dan
bernegara yang demokratis dan kompetitif. Dengan struktur dan substansi seperti
yang terkandung di dalam UUD 1945, seorang kepala negara dan pemerintahan
akan menjadi sangat dominan di Republik ini. Sesuatu vang sudah dibuktikan
secara nyata oleh Presiden Soekamno dan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan pertama, Orde Lama. UUD 1945 secara politis
telah menciptakan rezim yang otoriter di bawah komando Presiden Soekarno. Imi
ditandai dengan watak dikiator yang dimiliki penguasa saat itu, secara sepihak
memberlakukan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tak pelak, lembaga
eksekutif di bawah kendali Soekarno ini makin menampakkan sisi
kediktatorannya, vang menurut sementara kalangan mendapat legitimasi pasal-
pasal UUD 1945 yang menyiratkan bahwa lembaga tersebut tidak jauh berbeda
dengan eksekutif heavy.

Demikian halnya dengan pemerintahan kedua pengganti Orde Lama,
yakni Orde Baru yang mulai berkuasa sejak tahun 1967. Selama pemerintahan im
berkuasa, pemerintah tidak jarang mencari justifikasi pada asas-asas konstitusi
dan legalisme dalam praktik politik vang dikembangkamya.” Dengan merujuk

pendekatan institusionalisme, Orde Baru yang mempraktekkan — menurut

? Yudi Latief dan Idi Subandy Ibrahim, Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di
Panggung Orde Baru”, dalam Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru,
Cet. 2 (Bandung: Mizan, 1996), him. 34.



ta2

kalangan tertentu — demokrasi konstitusionalnya pada kenyataannya kekuasaan
hanya dijadikan alat dalam mempertahankan stabilitas politiknya (status quo).
Karenanya, di akhir masa pemerintahnya, negara Orde Baru tidak mampu
memanfaatkan sistem pemerintahannya secara efektif sebagai alat dalam
mewujudkan keadilan, kemerdekaan dan kemakmuran rakyat. Sebaliknya,
kekuasaan hanya dijadikan alat legitimasi bagi keberlangsungan pemerintahannya
dalam melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demikian juga,
banyak kalangan mengatakan secara kritis bahwa berbagai konstitusi yang
diproduk selama pemerintahan ini berkuasa tampil sebagai alat hegemoni bagi
rakyatnya.*

Reformasi yang menghendaki terciptanya tata kehidupan berbangsa dan
bernegara yang lebih baik, lebih demokratis tak pelak menuntut perubahan UUD
1945. Selain sebagai kontrak sosial baru antara warga negara dengan negara,
perubahan undang-undang dasar pada masa transisi menemukan urgensitasnya,
yakni sebagai salah satu upaya mengkonsolidasikan transisi dari sistem
pemerintahan non demokratis ke sistem demokrasi. Guilermo ODonnel dan
Phillipe C. Schmitter dalam hal ini memberikan ulasan mengenal pentingnya
perubahan konstitusi pada suatu negara yang tengah mengalami ftransisi ke
demokrasi. Melalui catatannya ketika melakukan penelitian terhadap Amerika
Latin, mereka mengatakan;

Para pelaku politik tidak hanya berjuang untuk sekedar memuaskan
kepentingan-kepentingan pribadi sesaat dan atau kepentingan orang lain yang
menuni® mereka—mereka wakili, namun juga berjuang untuk menetapkan
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang konfigurasinya dapat
menentukan siapa vang mungkin akan menang atau kalah di masa mendatang.

* Ibid, him. 233.



Sesungguhnya, peraturan-peraturan yang muncul akan sangat menenfukan
sumber-sumber mana yang szh, boleh dikerahkan ke dalam arena politik, serta
pelaku-pelaku mana yang diperkenankan masuk ”

Demikian halnya, urgensitas perubahan UUD 1945 dalam
perkembangannya menjadi tema vang paling diskursif di tanah air baik kalangan
politisi, pengamat, akademisi, maupun masyarakat umum. Sebagai sebuah bangsa
dan negara yang tengah memulai kembali belajar demokrasi, perdebatan
perubahan UUD 1945 memunculkan pro kontra. Setidaknya terdapat tiga
pemikiran dalam merespons perubahan UUD 1945. Perfama, terdapat pemikiran
perubahan UUD 1945 telah kebablasan, karenanya proses perubahan UUD 1945
menurut kelompok ini harus dihentikan. Kedua, melanjutkan proses perubahan
dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ST MPR) pada bulan
agustus 2002. Keriga, terdapat pemikiran perubahan UUD 1945 mesti berujung
pada pembuatan konstitusi baru yang dilakukan oleh sebuah komisi konstitusi
independen.”

Karena kuatnya sayap politik di kalangan anggota MPR vang menuntut
dilanjutkannya perubahan UUD 1945 dan terbatas pada pasal-pasalnya saja,
agenda reformasi ini disepakati tidak akan merubah pembukaan UUD 1945, atau
dikatakan perubahan UUD 1945 ini dilakukan dengan cara "amandemen'.
Demikian halnya, amandemen ini tidak dapat ditunda-tunda lagi. Sebagai salah
satu amanat reformasi, amandemen mesti dilanjutkan. Akhimya, melalui Panitia

Ad-Hoc 1 Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH-I BP MPR),

* Guillermo O'Donnel dan Phillipe C. Schmitter, Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian
Kemungkinan dan Ketidakpastian, Alih bahasa Nurul Agustina, Cet. 1, (Jakarta: Pustaks LP3S,
1993), him. 6.

¢ Saldi Isra', Keniscayaan Komisi Konstitusi, Kompas, (16 Mei 2002).




amandemen UUD 1945 ini pun dilakukan secara bertahap, yakni pada tanggal 19
Oktober 1999 MPR sebagai putaran pertama, tanggal 18 Agustus 2000 putaran
kedua, dan 10 November 2001 putaran ketiga serta terakhir pada tanggal 10
Agustus 2002 sebagai putaran pamungkas atau keempat.

‘Amandemen’ sebagai bagian vang tak terpisahkan dengan proses politik,
selama proses amandemen berlangsung dalam kenyataannya tidak dapat dinafikan
dengan kuatnya gelombang vested interest yang dilancarkan kalangan "politisi
senayan”. Meski mempertahankan pembukaan UUD 1945 merupakan piliban
rasional dalam upaya menata kehidupan politik demokratis, akan tetapi berbagai
prosesi amandemen yang dilakukan sampai pada putaran keempat tersebut
meneguhkan bahwa fenomena berlangsungnya amandemen UUD 1945 yang
dilakukan MPR tidak menutup kemungkinan prinsip-prinsip demokratisast belum

sepenuhnya terakomodasi sebagaimana terkandung dalam hasil amandemen.”

7 Kesimpulan ini, penyusun mengikuti fima preposisi (kemungkinan} yang diajukan oleh
Denny Indrayana ketika melihat proses amandemen UUD 1945 dengan mekanisme dilakukan oleh
MPR dan sarat dengan vested inferst pada masa transisi Perfama, koustitust yang demokratis. Ini
ditandai dengan kemenangan kelompok reformis dalam pertarungan politik. Keduwa, koustitusi
yang tidak demokratis, yaitu konstitusi vang lahir dari kemenangan mutlak kelompok anti
reformasi dalam pertarungan politik. Dari logika ini, proses amandemen konstitusi dianggap gagal
dan melahirkan proses resforasi yang akan membawa kembali ke pemerintahan otoriter. Kefiga,
konstitusi kompromis otoriter, yaitu konstitusi yang lahir dari kemenangan fipis kubu anti
reformasi. Hal i disebabkan karena kedua kubu yang sebenarnya mempunyai kekuatan yang
relatif seimbang. Karenanya yang terjadi adalah proses kompromis dominan resforasi menuju
pemerintahan fiberalized authorion, yaitu pemerintahan yang sebenamnya oforiter tefapi
mengkamuflasenya dengan memberikan sedikit kebebasan kepada masyarakat. Keempaf,
konstitusi kompromis demokratis. Ini ditandai dengan kemenangan tipis kubu reformasi. Sebagai
akibatnya adalah proses kompromis vang lebih diwamai proses reformasi. Meskipun demikian,
proses ini akan mengarah ke pemerintahan fimited democracy, yakni pemerintahan yang
sebenarnya demokratis tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Kelima, krisis konstitusi. Proses ini
muncul sebagai akibat dari kedua kubu yang sama kuat dan tidak berhasil melakukan kompromi.
Kegagalan konsolidasi dari kedua kubu ini mengakibatkan reformasi konstitusi deadlock dan
mengarah pada krisis konstitusi. Denny Indrayana, ‘Proses Reformasi Konstitusi Transisi
(Pengalaman Indonesia dan Perbandingannya dengan Afiika Selatan dan Thailand)", dalam
Semiloka Nasional, Evaluasi Kritis Atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945 (Yogyakarta:
8-12 juli 2002), him. 26.



Terdapat berbagai persoalan vang menyertai proses amandemen tersebut.
D1 antaranya adalah mengenai substansi amandemen, apakah dengan beberapa
kali dilakukan amandemen, UUD 1945 telah sesuai antara esensi dan prosedur --
tujuan dan cara—- yang keduanya sama penfingnva sebagaimana dalam
demokrasi.®

Sementara, dalam konsepsi hukum vang berbeda, hukum Islam, diskursus
perubahan hukum juga mendapatkan perhatian di kalangan pemikir Islam. Ini
terjadi dalam kaitannya dengan terminologi hukum Islam sebagai figh, bukan
syari‘ah. Pada term figh ini, hukum Islam dimaknai dengan hasil ijtihad ulama
dalam memahami hukum-hukum vang terdapat di dalam teks-teks suci keagamaan
(al-Qur'an dan Hadits). Karenanya tak jarang berimplikasi terhadap terciptanya
suatu hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kultur dan kondisi sosial suatu
masyarakat.

Hal vang berbeda ketika hukum Islam dipahami melalui term syari'ah
Dengan term ini, hukum Islam diartikan sebagai ketetapan-ketetapan Allah dan
ketentuan-ketentuan Rasul-Nya, baik memuat larangan maupun berupa suruhan,
meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Hukum Islam dalam
pemaknaan ini merupakan hukum vyang abadi dan tidak mengenal perubahan.

Kalaupun akan diadakan perubahan, maka yang berhak melakukan hanyalah sang

® Dalam konteks studi ini, esensi demokrasi berkaitan dengan rangkaian cita-cita
kemerdekaan dan cita-cita pendirian suatu bangsa. Dalam UUD 1945, esensi demokrasi ini telah
disublimasikan dengan baik ke dalam Pancasila dan Pembukaan {(preambule) UUD 1945
Sedangkan prosedur demokrasi berkaitan dengan tata cara pencapaian cita-cita kemerdekaan dan
cita-cita pendirian swatu bangsa. Dalam UUD 1945, i dapat dilihat pada pasal-pasal yang
mengatur pemisahan kekuasaan {(separation of power) di antara cabang-cabang alat pemerintahan
tinggt negara —eksekutif, legistatil dan yudikatif— dan masalah hak asasi manusia (HAM).



Svart' itu sendiri melalui wahyu yang diturunkan, yakni Allah SWT. Sesuatu yang
tidak mungkin terjadi setelah wafatnya nabi Muhammad SAW sebagai Rasul
terakhir.

Kaitannya dengan penelitian ini, penyusun menganggap bahwa diskursus
amandemen UUD 1945 memiliki ruang lebar dalam perspektif keilmuan. Untuk
keperluan ini penyusun menggunakan hukum Islam sebagai salah satu dari sekian
perspektif. Dengan perspektif ini, penyusun berusaha melihat fenomena
amandemen konstitusi yang pernah dilakukan di Indonesia. Perspektif ini penting
diajukan, mengingat dalam prosesnya amandemen ini tak lepas dari perhelatan
kepentingan (vested interest) di antara partai-partai politik dan fraksi-fraksi yang
ada di lembaga amandemen yang tak pelak melahirkan perdebatan mengenai periu
tidaknya agenda reformasi im diteruskan.

Dalam penelitian ini, penyusun akan berusaha menawarkan sebuah
pendekatan baru —maslahah dalam hukum Islam-- dalam mengkaji amandemen
konstitusi di Indonesia. Teori ini dipakai karena dalam tradisi keilmuan Islam
teori-teori maslahah vang berkembang secara metodologis mengalam: pergeseran
yang kian membaik Sebagaimana, mengikuti pendapat Khayr al-Din Pasha dalam
Agwam al-Masalik-nya, yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip maslahah harus
menjadi petunjuk utama bagl pemerintah (penguaszg),9

Senada dengan pendapat di atas, kaidah fighiyyah yang mengatakan:

¥ Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, alih bahasa
Yudian W. Asmin, cet. 1 {Surabaya: al-Tkhias, 1995}, him. 182.
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Melalui pendekatan ini kiranya penyusun dapat mengembangkan suatu

kerangka metodologis -perspektif hukum Islam- dalam melihat dinamika sosial-

politik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, penvusun menetapkan rumusan
masalah vang tertuang dalam pokok masalah, vaitu:
1. Mengapa terjadi amandemen terhadap UUD 1945
2. Bagaimana hukum Islam memandang amandemen UUD 1945 di

Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian ini antara lain:
a. Menjelaskan perlunya amandemen UUD 1945 sebagai aturan pokok
penyelenggaraan kehidupan bernegara.
b. Menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai amandemen UUD 1945,
2. Kegunaan Penelitian:
a. Kegunaan yang bersifat ilmiah adalah untuk memperkaya khasanah
intelektual, terutama dalam pemahaman amandemen kontitusi sebagat

pencarian hukum vang demokratis dalam perspektif hukum Islam.

1% 8aid Aqil al-Munawwar, "al-Qawaid al-Fighiyvah dalam Perspektif Hukum Islam”,
Surszl al-Jami'ah, No. 62/X11/1998 {Yogyakarta: ITAIN Sunan Kalijaga, 1998}, hlm. 124,



b. Kegunaan vang bersifat praktis adalah untuk memberikan kontribusi
pemikiran bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini lembaga legislatif
dalam mengamandemen konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Perbincangan mengenai amandemen konstitusi sangat erat kaitannya
dengan diskursus ilmu politik dan hukum. Moh. Mahfud MD. dalam bukunya
Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia,' ia mengajukan tesis bahwa sebuah
produk hukum itu pada dasarnya dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Dalam
buku ini, ia mengatakan konstitusi dalam beberapa hal dianggap menjadi
Sfundamenial norm yang demokratis ketika kebijakan pemerintah vang berkuasa
berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun demikian, buku yang juga berasal
dari disertasinya itu hanya mencoba memetakan karaktenistik hukum yang
demokratis dan hukum vang tidak demokratis.

Dalam karyanya yang lain, Moh. Mahfudz MD. dalam Amandemen
Keonstitusi Menuju Reformasi Tata Negara, Y ja  berusaha mengelaborasi
kevakinan akademisnya bahwa hukum di Indonesia masih bersifat positivis-
Instrumentalistik. Artinya bahwa hukum di Indonesia merupakan instrumen
pembenar bagi kehendak dan program-program pemerintah dan bahkan lebih dari
itu, hukum dijadikan alat justifikasi bagi kehendak pemerintah. Dalam buku im,

Mahfud menawarkan gagasannya mengenali amandemen  Menuruinya,

Y Moh. Mahfudz MD., Pergulatan Politik dan Hudwm di Indonresia, (Yogyakarta: Gama
Media, 1999).

2 Moh. Mahfudz MD., Amandemen Konstitusi Memuju Reformasi Tata Negara
(Yogyakarta: Ull Press, 1999}
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amandemen merupakan suatu keharusan dan menjadi agenda politik vang bersifat
imperatif.

Sobirin Malian dalam karyanya vyang begudul Gagasan Perlunya
Konstitusi Baru Penggamti UUD 19457 ia memberikan pengetahuan yang
memadat tentang urgensinya sebuah konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan di
Indonesia. Di samping itu, dalam pembahasannya mengenai konstitusi ia tidak
melewatkan perbincangannya fentang amandemen konstitusi. Buku yang juga
merupakan tesisnya pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam
Indonesia (UIl) Yogyakarta, Sobirin Malian ingin mengatakan bahwa amandemen
menjadi  penting dilakukan ketika tengah terjadi kebuntuan konstitust
(constitutional cul-de-sac). Kebuntuan ini menurutnya lebih disebabkan karena
adanya kelemahan-kelemahan substansial yang terkandung dalam UUD 1945. Di
samping itu, karena tidak adanya kehendak politik (political will) dari pemerintah
untuk melakukan reformasi hukum ke arah perwujudan negara vang demokratis.

Hampir senada dengan Sabirin Malian, karya Dahlan Thaib vang berjudul

Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum don Konstitusi

sangat erat kaitannya
dengan pembahasan mengenai amandemen konstitusi. Dalam buku ini, ia
menjelaskan bahwa menurut UUD 1945, Indonesia pada dasamya menganut
prinsip negara hukum vang berkedaulatan rakyat bukan atas dasar negara

kekuasaan. Namun kedaulatan hukum di Indonesia ini menurutnya dianggap

semi-demokrasi. Meski kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, prinsip-

B Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945,
{Yogyakarta, ULl Press, 2001).

* Dahlan Thaib, Kedaulatan Rokyat, Negara Hukum don Konstitusi (Yogyakarta:
Liberty, 2000).




11

prinsip demokrasi secara prosedural tidak secara langsung dilakukan oleh rakyat,
melainkan melalui sistem perwakilan di MPR. Dengan mendialektikakan pada
dinamika sosial, Dahlan Thaib dengan nada kritis mempertanyakan kewenangan
MPR.

Dalam ranah keilmuan Islam, diskursus mengenai masiahah banyak
diperbincangkan kalangan intelektual Islam. Salah satunya adalah as-Syatibi
melalw karva magnum opus-nya al-Muwafagot Fi Ushul al-Syari'yyah. ¥ Dalam
bukunya, ia berupava menawarkan suatu kerangka teoritis mengenai prinsip-
prinsip hukum. Dengan teorinya yang terkenal ‘Magasid as-Syari'yyah’ as-Syatibi
memberikan perhatian terhadap perlunya menerapkan hukum Islam yang
mempertimbangkan tujuaan-tujuan Allah (syari’) sebagaimana termaktub dalam
nash. Melalui karyanya ini juga as-Syatibi menggarisbawahi bahwa tujuan fasyri’
menurutnya tidak lain adalah kemaslahahan hamba (masalih al-ibad).

Dari beberapa studi literatur yang telah dikemukakan di atas, penelitian
dengan mengambil pembahasan mengenai amandemen konstitusi dalam
perspektif hukum Islam menemukan urgensinya. Selain karena belum adanya
pembahasan yang dianggap memadai, penyusun ingin berupaya menawarkan

kerangka metodologis dalam melakukan amandemen konstitusi.

E. Kerangka Teoritik
Diskursus mengenai amandemen konstitusi di Indonesia mengemuka

kembali pada awal tahun 1999-2002. Meski secara praktis, Indonesia pernah

5 Al-Syatibi, Al-Muwafagqat fi-Ushul al-Syari‘ah, (Kairo, Mustafa Muhammad, .1h).
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mewacanakan amandemen konstitusi pada tahun 1950-an, perbincangan
amandemen konstifusi secara akademik belum mendapat perhatian banyak pihak.
Perlunya amandemen, dalam ranah hukum pada dasarnya merupakan bagian vang
tak terpisahkan dari proses reformasi konstifusi. Ini dilakukan dalam konteks
bernegara dan berbangsa dengan tujuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu
terwujudnya negara yang adil dan demokratis. Karenanya keberadaan konstitusi
yvang demokratis inilah merupakan faktor yang paling dominan demi efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Melalui hasil amandemen UUD 1945
inilah pada gilirannya dijadikan sebagai aturan pokok penyvelenggaraan negara dan
akhirnya diposisikan sebagai konstitusi yang tertinggi dan dijadikan sebagai the
Sfundamental norm of rule of law.

Beberapa substansi amandemen UUD 1945 vang telah dilakukan MPR
hasil pemilu 1999 pada kenyataannya berimplikasi pada perubahan sistem
pemerintahan negara Indonesia. Namun demikian, prosesi amandemen yang telah
dilakukan MPR sebagai lembaga vang berwenang, dari kacamata hukum Islam
dipertanyakan. Meski menggunakan kaidah-kaidah demokrasi dalam proses
amandemen tersebut, hukum [slam dengan pendekatan “maslahafmya” kiranya
memerlukan telaah dan kajian secara mendalam. Karena dalam ranah Islam
sendiri, terdapat prinsip-prinsip universalitas Islam vang dalam beberapa hal
menemukan relevansinya dengan standar demokrasi sebagaimana banyak
diperbincangkan banyak kalangan.

Secara mendasar terdapat dua istilah vang memiliki arti berdekatan.

Keduanya sama-sama merujuk pada pengertian hukum Islam. Namun secara
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substansial memiliki arti yang berbeda, vaitu syari‘ah dan Fikih Islam. Syari'ah
dalam pengertian etimologi, berarti ‘jalan ke sumber (mata) air’ atau ‘jalan lurus
yang harus diikuti oleh setiap muslim’. Sementara dalam pengertiannya secara
termilogis, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rosul-Nya,
baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi selurub aspek hidup dan
kehidupan manusia. '®

Sedangkan fikih atau dalam bahasa arab disebut dengan figh, makna
etimologinya berarti “paham atau pengertian’. Berkaitan dengan hukum Islam,
ilmu fikih adalah ilmu yvang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma
hukum dasar vang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum
yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang dirckam dalam kitab-kitab hadits."”
Dengan demikian, fikih adalah upaya untuk memahami maksud syari‘ah. Dengan
kata lain, fikih merupakan kesimpulan-kesimpulan hukum yang dapat dianalisis
dari wahyu tersebut.

Dalam hubungannya dengan produk pemikiran hukom Islam, Atho
Mudzhar menemukan empat macam kategori vang pemah ada dalam sejarah
hukum Islam. Keempat macam tersebut adalah kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa
ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-
undangan di negeri-negeri muslim. Menurutnya, masing-masing produk
pemikiran hukum itu mempunyai ciri khasnya sendiri. Fatwa-fatwa ulama atau

mufti sifatnya adalah kasuistik karena merupakan respon atau jawaban pertanyaan

% Mohammad Daud A, Hukwum Islam, Pengantar Hukum Islam dem Tata Hukam Islam
di Indonesia, cet. 8 {Jakarta: Raja Grafindo, 2000), him. 41.

7 Ibid., him. 43.
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yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan fatwa, keputusan-keputusan
pengadilan agama sifatnya mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara dan
sampai tingkat tertentu juga bersifat dinamis, karena merupakan usaha untuk
memberi jawab atau menyelesaikan masalah yang diajukan ke pengadilan pada
suatu titik waktu tertentu.'®

Jenis produk hukum yang ketiga adalah, yaitu peraturan perundangan di
negeri muslim. Jenis produk hukum ini menurut Atho Mudzhar bersifat mengikat
dan bahkan ikatnya lebih fuas. Orang vang terlibat dalam perumusannya juga
tidak terbatas pada para fugaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan
cendekiawan yang lain. Masa berlakunya peraturan perundangan itu biasanya
dibatasi — atau kalau tidak — secara resmi dibatasi masa berlakunya. Dalam
kenyataan politiknya, masa berlaku dianggap ada ketika peraturan perundangan
itu dicabut atau diganti (diamandemen) dengan peraturan perundangan yang
lain."

Produk hukum yang terakhir adalah kitab-kitab fikih. Menurut Atho
Mudzhar, kitab-kitab fikih memiliki fokus pembahasan yang menyeluruh, tidak
bersifat kasuistik. Karena sifatnya sebagai produk pemikiran, maka fikih
sebenarnya tidak boleh resisten terhadap pemikiran baru yang muncul kemudian.

Menurutnya lagi, bahwa membiarkan fikih sebagai kumpulan aturan yang tidak

¥ M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, Cet. 1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999}, bm. 91.

¥ Ibid., him. 91-92.
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mempunyai batasan masa berlakunya adalah sama dengan mengekalkan produk
pemikiran manusia yang semestinya temporal.m

Dari paparan tersebut, tidaklah mudah memposisikan hukum Islam
schagai salah satu alat analisis menjawab persoalan realitas sosial-politik
kontemporer. Namun demikian, perspektif hukum Islam dalam penelitian ini lebih
difokuskan pada salah satu teori ushul figih mengenai pertimbangan-pertimbangan
kemaslahahan uvmum, ‘maslahal’” (public good). Dipilihnya teori ini tentu saja
memiliki pertimbangan-pertimbangan, antara lain: perfama, kajian mengenai
maslahah dalam ranah ushul fikih (ilmu mengenai metodologi hukum Islam)
dijadikan sebagai salah satu metode pembentukan hukum Islam vang
memperhatikan kepentingan wmum. Kedua, teort maslahah dalam berbagai kajian
kontemporer dianggap memadai dalam upaya menemukan tujuan-tujuan
disusunnya hukum Islam.

Meskipun teori-teori pembentukan hukum Islam vang memanfaatkan
pertimbangan ‘maslahak’ pada level ahli ushul masih debarble, dalam penelitian
ini penyusun membatasi diri pada makna dan tokoh dibalik pergulatan wacana
tersebut. Penyusun dalam hal ini memanfaatkan konseptualisasi masiahah yang
pernah dilakukan as-Syatibi dalam sebuah karyannya al-muwaafagat. Sebagal
seorang teoritikus, as-Syatibi telah dikenal terutama oleh kalangan akademisi
yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan hukum Islam. Dengan
tawaran lima prinsip ushul vang digagasnya, menurut penyusun, as-Syatibi adalah

salah seorang vang dianggap otoritatif untuk berbicara banyak mengenai dinamika

*® Ibid., him. 92.
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hukum Islam di tengah maraknya keruwetan kondisi dan situasi sosial-politik
selama ini yang senantiasa memerlukan jawaban.

Secara diskursif, apa yang telah digagas para pendahulu mengenai
maqasid asy-syari'ah dalam ranah hukum Islam telah menempati perhatian
penting. Al-Ghazali (w.1111 H) misalnya, jauh sebelum kemunculan gagasan as-
Syatibi mengenai maqgasid as-syari'ah, ia pernah menulis prinsip-prinsip penting
dalam pembangunan hukum Islam. Baru kemudian dalam perkembangannya,
muncul tokoh yang sering dijadikan rujukan oleh kalangan peminat ushul fikih,
nama as-Syatibi kerap disebut.

Urgensitas teori masfahah dalam hubungannya dengan kajian ini adalah
untuk mengetahui dan menelusuri fenomena amandemen UUD 1945. Dengan
prinsip-prinsip hukum Islam yang digagas para pemikir ushul, setidaknya dapat
dikaji lebih dalam, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan
berkeadaban. Khalid Mas’ud dalam hal ini menggarisbawahi bahwa melalui teori
maslahah ini, dinamika hukum Islam tidak lepas dari asumsi bahwa tidak satupun
hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Menurutnya, pembangunan hukum
Islam sangat erat kaitannya dengan magasid as-syari'ah (maksud-maksud
syari'ah). Sebaliknya, sebuah hukum yang tidak mempunyai tujuan pada dasarnya
memiliki kesamaan dengan feklif ma la yutag (kewajiban yang tidak mungkin
terpenuhi),”' suatu hal yang tidak mungkin terjadi dalam hukum-hukum Tuhan.

Dalam kaitannya dengan subyek pembentukan hukum, Imam al-

Haramain al-Juwaini sebagaimana dikutip Yusdani, mengatakan bahwa seseorang

* Muhammad Khallid Mas'ad, Filsafat hukum Islam ..., him. 53.
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tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia
memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-
larangan-Nya. > Sedangkan tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya secara
prinsipil adalah untuk memelihara kemaslafiahan manusia dan untuk menghindari
mafsadat (kerusakan atau dampak negatif), baik di dumia maupun di akherat”
Kemaslahahan secara teoritis dapat diwujudkan jika telah terpenuhinya lima unsur
pokok yang menjadi hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Kelima unsur
fundamental itu adalah; agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kesemua unsur
itu dapat diwujudkan dan dipelihara serta diinternalisasikan dalam setiap
pembentukan aturan atau hukum yang berlaku.

As-Syatibi dalam salah satu kesempatan mendefinisikan masiahah
dengan;

Yang saya meksud dengan maslohich di sini adaleh masiohah yang
membicarakan substansi kehidupan manusia, dan pencapaian apa yang dituntut oleh
kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. **

Selain  definisi dalam pengertian yang mutlak, Syatibi juga
memperhitungkan berbagai pengertian lain di mana masiahah atau Mashalik —
jamak/bentuk plural dari maslahah — dijadikan sebagai pertimbangan yang logis

dan rasional dalam upaya mencapai kemaslahahan umum dan keadilan universal.

2 Yusdani, Peraran Keperttingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep
Hudkaun Isiarn Najamuddin at-Tufi, cet.1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), him.68.

# Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet.l (Jakarta: Logos Wacana Hmuy,
1997y, him. 125.

* Muhammad Khallid Mas'ud, Filsafat hokum Islam. . hlm, 229,
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Dalam bagian lain, mashalih juga dapat dilihat sebagai sebuah sistem, di mana
satu unsur dengan unsur lainnya memiliki kaitan yang amat prinsipil.”

Sementara itu, dalam ilmu politik Islam disebutkan bahwa negara pada
hakikatnya merupakan sebuah tembaga yang mengakomodir berbagai kepentingan
masyarakatnya. Negara dalam persepsi ini, ja muncul sebagai lembaga yang
paling otoritatif dalam menfasilitasi dan memediasi berbagai kepentingan
masyarakatnya. Karenanya, faktor masfahah sudah barang tentu menjadi landasan
atau pijakan negara terutama dalam menvosun sebuah peraturan perundang-
undangan. Pandangan ini setidaknya diamanatkan juga dalam sebush firman Allah

SWT dalam sebuah ayatnya;
O Jamad 1 5a%a3 () (il (o plaan 135 Lgda) B A ) ga%8 O oSy A 9
T g a3 LS 4 aSBiay Laad

Jika ditelusuri lebih lanjut, obyek hukum sebagaimana terkandung ayat
ini adalah umat manusia secara keseluruhan. Kepatuhannya terhadap walivyul amr
(pemimpin pemerintahan) meropaksn elemen penting dalam membangun
kepercayaan di antara sesama manusia. Waliyyul amr inilah yang memberikan
amanat Kepada ahlinya (vang mampu mengembannya/prinsip profesionalitas) dan
apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah secara adil. 2’

Jika ayat di atas mewajibkan untuk melaksanakan amanat dan

menyerahkan segala urusan kepada mereka yang mampu mengembannya,

» Ibid,
% An-Nisa' (4): 58.

7 thnu Taimiyyah, Siyasah Syar'ivah, Fiika politik [slam, alih bahasa Rofi' Munawwar
(Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. xiii.
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sekaligus perintah supaya menetapkan hukum secara adil, menurut Ibnu
Taimiyyah merupakan sebuah siyasah yang adil dan termasuk dari pemerintahan
yang saleh. ™ Sebaliknya, ketika suatu negara yang seharusnya berperan dalam
memberikan perlindungan pada kemaslahahan rakyat, tetapi dalam kenvataannya
(real politics) malah memunculkan kemafsadatan atau kerusakan, proses tersebut
dengan demikian memiliki kesalahan substantif Kesalahan tersebut secara
kategoris berada dalam wilayah dua entitas, yakni: prosedur perubahan atau
lembaga yang berwenang, atau bahkan bisa karena dua-duanya.

Melalui kategorisasi di atas, proses amandemen yang telah dilakukan
selama empat kali kiranya dapat dilihat secara obyektif Kemasiahahan
sebagaimana dikonsepsikan di atas akan menjadi suatu perspektif tersendiri dalam
mempertimbangkan amandemen UUD 1945, schingga dapat dikatakan memadai
sebagai sebuah peraturan perundang-undangan atau konstitusi dalam sebuah

negara.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggunggjawabkan secara
ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek
pembahasan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

= Ibid,
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Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian kepustakaan
(library research). Penelitian jenis ini adalah berusaha menggali bahan-bahan
pustaka yang memiliki relevansinya dengan objek pembahasan. Penyusun dalam
hal ini memanfaatkan buku-buku, jurnal, makalah, dan lainnya vang berkaitan
dengan wacana amandemen konstitusi dalam perspektif hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, vyaitu menuturkan dan
mengklasifikasikan  data  yang dikaji  secara obyektif, kemudian
menginterprestasikan dan menganalisa data tersebut. Penelitian ini berupaya
mendeskripsikan fenomena amandemen UUD 1945 tahun 19992002 dan
menganalisis wacana tersebut dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan

a. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Pendekatan
sejarah akan digunakan oleh penyusun dalam melihat proses amandemen
UUD 1945.

b. Pendekatan normatif akan digunakan penyusun untuk mendekati suatu
masalah vang diteliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan. Hubungannya dengan penelitian ini, penyusun akan mengkaji
amandemen UUD 1945 dan menghubungkannya dengan perpektif hukum
Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua katergori, yaitu:



a.  Data primer, yaitu data yang bethubungan dengan wacana amandemen.
Yaitu UUD 1945, baik vang sudah diamandemen maupun  belum
dilakukan amandemen.

b. Data sekunder, yaifu peraturan perundang-undangan vang berada di
bawah UUD 1945, seperti ketstapan MPR, Undang-Undang. Selain ity
juga buku-buku, makalah, jurnal, dan lainnya yang selain berhubungan
dengan amandemen konstitusi, seperti mass media.

5. Metode Analisis Data

a. Analisis data vang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif
Analisis model ini adalah dengan menggunakan penafsiran dan
menguraikan data dengan maksud dapat diambil nitai vang terkandung di
dalamnya kemudian dapat ditarik kesimpulan.

b.  Metode induktif, yakni suatu kerangka berpikir yang bermula dari fakta-
fakta atau peristiwa khusus dan konkrit kemudian ditarik pada hal-hal
yang bersifat general »

¢ Metode deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang bermula dari prinsip-
prinsip uvmum untuk kemudian diaplikasikan pada kesimpulan yang

bersifat khusus. setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi.™

* Sutirsne Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakulias Psikologt
UGM, 1980), him. 42

* Tatan M. Arifin, Metodologi Riset, {Youyakarta: P3M UL 1979), hlm. 36,
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyelesaikan pembahasan secara
sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Secara berurutan,
sistematika yang akan diuraikan terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama. Pada bab ini diuraikan pendahuluan, vang meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.
Bab pertama ini menjadi pengantar terhadap pentingnya penelitian berkaitan
dengan tema amandemen konstitusi dalam perspektif hukum Islam.

Bab kedua. Pada bab ini penyusun melakukan pembahasan tentang
amandemen konstitusi di Indonesia. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yang terdiri:
perfama, pengertian amandemen dan Kkonstitusi. Kedua, sejarah konstitusi di
Indonesia. Ketiga, alasan amandemen UUD 1945. Keempat, prosedur amandemen
UUD 1945. Kelima, hasil amandemen UUD 1945.

Bab ketiga. Pada bab ini penyusun membahas tentang masiahah sebagai
orientasi dasar amandemen UUD 1945. Bab ini terdiri atas tiga sub bab, yaitu;
pertama, pengertian dan dasar hukum maslahah, kedua, macam-macam dan ruang
lingkup maslahah, serta ketiga, syarat dan prosedur amandemen,

Bab keempat. Bab ini penyusun berusaha menganalisis masiahah dalam
amandemen UUD 1945. Bab ini terdiri dari dua sub bab, periama, amandemen
sebagai upaya mencari konstitusionalitas UUD 1945 dan kedua, amandemen

UUD 1945 dalam perspektif masiahah.
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Bab kelima. Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang akan

dilakukan penyusun, yaitu tentang kesimpulan dan saran-saran.




o
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BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuratkan skripsi tentang amandemen dalam perspektif hukum

Islam ini secara menyeluruh, dapat diambil kesimpulan:

L.

[

Amandemen merupakan agenda reformasi yang sangat penting dan
meniscaya dilakukan. Imi terkait dengan upaya mendapatkan
konstitusionalitas UUD 1945. Akan tetapi, karena terdapat kelemahan
pada prosesnya, hasil amandemen ini masth memperlihatkan dominannya
salah satu lembaga negara yakm: DPR.

Dalam perspekiif masiahah, amandemen UUD 1945 selain sebagai upaya
adaptabilitas hukum terhadap perubahan sosial dan politik, juga sebagai
upaya menolak kemadaratan yang dapat ditimbulkan dan peraturan-
peraturannya.

Dalam hasil amandemen mengenai hubungan antara negara dengan warga
negara, amandemen menghasilkan pasal-pasal yang mengakomaodir szl

al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

B. Saran-saran

Pertu dipahami bahwa pasal-pasal yang dibabas dalam studi int adalah

sebagian dari keseluruhan pasal-pasal UUD 1945, Oleh karenanya, studi ini

bukanlah bersifat final, tetapi masih mempunyai berbagai kelemahan yang

memeriukan kajian lebih lanjut.
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LAMPIRAN I

No.

Him.

F.N.

Terjemahan

BABI

Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan
kemaslahatan.

19.

29.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada vyang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnyva Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.

BAB I

BAB 1

U2

&4.

24.

| Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul kami

| dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami

| turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan)
supaya manusia dapat mengerjakan keadilan.

86.

| Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu
berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati dia
adalah kerabat(mu), dan penuhilah janmji Allah. Yang
demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu
ingat.

86.

Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

&7.

31.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu di sisi Allah 1alah orang yang
paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah




| Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.
7. 88. 33. | Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam).
8. 88. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati Kkasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. |
9. 89. 34. | Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi |
| mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam f
| urusan itu.
s10. 89. Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah.
BAB IV
; n A Menolak kemadaratan harus didahulukan daripada
P 1L 93. 3. .
menarik kemaslahatan
v 95 - Pelaksanaan hukum dapat berubah karena perubahan
- ) " | zaman, tempat dan adat istiadat.

II




LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam asy-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-
Lakhmi asy-Syatibi. Beliau berasal dari suku Lakhmi. Menginjak usia dewasa, ia
tinggal di Branada dan memperoleh seluruh pengetahuannya di kota ini. Ia mengawali
proses pendidikannya dengan mempelajari bahasa, tata bahasa, dan kesusasteraan
Arab. Berkat ketekunan dan kecerdasan otaknya, ia mampu menguasai secara
mendalam hampir semua kajian keilmuan baik tradisionalis maupun rasionalis.
Namun minat utamanya terpusat pada bahasa dan usul figh. D1 antara karyanya yang
terkenal di bidang usul al-figh adalah al-Muwafagat fi Usul al-Syari’ah dan al-
[I'tisam.

2. Imam al-Ghazali

3

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad al-
Ghazali, beliau diberi gelar Hujjatul Islam dan wafat pada tahun 504 H. Beliau di
kenal sebagai seorang sufi besar yang karya tulisnya menjadi sangat monumental
dalam dunia tasawwuf, vaitu Jaya ‘Ulumu ad-Di, dan juga seorang ahli Ushul Figh
mazhab Syafi’l yang dengan kitab ushulnya yang terkenal adalah al-Mustasfa mi ‘llm
al-usul.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.

Sebelum terjun di panggung politik praktis, beliau adalah dosen pada Universitas Islam
Indonesia (UIl) Yogyakarta. Beliau lahir di Madura tanggal 13 Mei 1957. jenjang S1
ditempuhnya di Jurusan IImu Tata Negara, fakultas Hukum UIl. S-2 di UGM pada Ilmu
Politik diselesaikan pada tahun 1989. kemudian dteruskan dengan S-3 pada universitas
yang sama (1993).

4.

Dr. Adnan Buyung Nasution
Kelahiran Jakarta 20 Juli 1934. Adnan Buyung Nasution meraih gelar Sarjana

Hukum dar Universitaas Indonesia pada tahun 1964. ia salah seorang pendiri dan ketua
Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia pada pergolakan 1996. Merintis dan memimpin LBH
(1970), lembaga bantuan hukum pertama di Indonesia, yang kemudian berkembang
dibawah naungan Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang juga
beliau ketuai (1981).
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LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Mohammad Rozani

Tempat tanggal lahir : Kendal, 11 September 1978

Alamat : RT: 006 RW: 009 Sentul Sukorejo
Kendal 51363

Nama Orang Tua

Ayah : M. Fauzan

Ibu . Maliyah

Pekerjaan orang tua

Ayah : Pedagang
Ibu : Pedagang
Pendidikan : SD. Sukorejo I

- M.Ts. Futuhiyyah 1
: MLA Futuhiyyah 1

- Fakultas Syari’ah, angk. 1997
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